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ABSTRAK 
Indonesia adalah bangsa yang besar yang telah mengalami berbagai macam 
bentuk perubahan metode sistem pemerintahan. Mulai dari RIS, Sistem parlementer 
hingga sistem demokrasi terpimpin. Dan Otonomi daerah telah menjadi paradigma 
pembangunan indonesia khususnya sejak memasuki era Reformasi. Otonomi daerah 
dapat di artikan sebagai hak, wewenang, Dan kewajiban yang di berikan kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat. Otononmi juga yang kemudian menjadi landasan dari adanya 
pemekaran wilayah yang saat ini sedang berlangsung di berbagai wilayah di indonesia 
termasuk salah satunya adalah wilayah Kabupaten bone yang memisahkan wiayah 
bagian selatan menjadi sebuah kabupaten baru. Hal tersebut juga yang membuat 
penulis tertatik meneliti fenomena pemekaran wilayah yang sedang marah berlangsung 
khususnya bone selatan, Apa kiranya yang menarik dari pemekaran tersebut dan apa 
yang menjadi alasan sehingga bone selatan harus di pisahkan dari kabupaten terluas 
ke dua di indonesia tersebut. Bone selatan memiliki banyak potensi alam, biji besi, 
mangan, dan tambak merupakan salah satu kekayaan alam yang di miliki Bone selatan  
yang apabila di kembangkan dengan baik, Akan sangat membantu dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Bone selatan khususnya.  Dan juga akan sangan membantu 
dalam percepatan pembangunan menuju sebuah kabupaten yang maju dan sejahtera. 
Pemekaran wilayah yang terjadi di wilayah Bone selatan merupakan dorongan dari 
masyarakat bone selatan itu sendiri dengan di bantu oleh elit-elit politik daerah, hal 
tersebut di karenakan adanya sikap diskriminasi yang di rasakan oleh masyarakat Bone 
selatan oleh pemerintah daerah Bone yang berada jauh dari ibu kota kabupaten 
khususnya Bone selatan. Sehingga, terjadilah unjuk rasa yang menginginkan agar 
Bone selatan berdiri sendiri dan menjadi sebuah kabupaten. Dari hasil penelitian yang 
penulis lakukan bahwa, Pemekaran tersebut hanya bertujuan untuk memeberikan 
pelayanan yang baik sekaligus peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat Bone 
selatan seperti yang masyarakat Bone selatan suarakan. Hal tersebut juga menampik 
tudingan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencari 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang yang saat ini terlihat jelas 
sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. 
Pembangunan dapat di artikan sebagai gagasan untuk mewujudkan Sesutu yang di 
cita-citakan. Di mana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan 
dan melaksanakan pembinanan, pengembangan, serta pembangunan bangsa. 
Pembangunan merupakan perubahan menuju kearah perbaikan. Perubahan kea rah 
perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk 
mewujudkan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban 
manusia. 
Dalam rangka pemerataan pembanguan daerah dan pengembangan wilayah di 
indonesia, otonomi daerah telah menjadi paradigma pembangunan indonesia 
khususnya sejak memasuki era reformasi. Otonomi daerah dapat di artikan sebagai 
hak, wewenang, dan kewajiban yang di berikan kepada daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam 
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Pada Undang-undang Dasar 1945 terkandung makna Sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri di dalam 
penyelenggaraannya di pandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, 
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatiakan potensi dan 
keragaman daerah, Diantaranya factor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah 
( sumber daya alam ), Luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas- fasilitas 
masyarakat umum. Serta hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk terselenggaranya 
otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah. 
Pemekaran daerah adalah salah satu cara pembentukan daerah seperti di atur di 
dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (untuk 
selanjutnya Undang-Undang ini di sebut sebagai Undang-Undang pemerintahan 
Daerah). Di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang tersebut di katakana bahwa 
“pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian 
daerah yang bersandingan, atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau 
lebih”. Atau dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah sebagai salah satu cara untuk 
membentuk daerah baru. 
Adapun syarat yang harus di penuhi suatu daerah untuk dapat di mekarkan syarat 
tersebut antara lain syarat teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. Demikian juga 
dalam pasal 5 Undang-undang No.32 Tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-undang 
No. 22 Tahun 1999 menjelaskan mengenai prasyarat administraif, Teknis, dan 
kewilayahan, Dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah. Demikian juga halnya pada 
pasal 4 peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 20071. 
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 UU No.32 Tentang pemerintah daerah 
Upaya pemekaran Wilayah di pandang sebagai sebuah terobosan untuk 
mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh 
pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari 
upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan 
kemudahan pelayanan bagi masyarakat, Sehingga meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. 
Seiring banyaknya wilayah yang memilih untuk memekarkan diri, Bone Selatan 
merupakan salah satu wilayah yang saat ini tengah bergolak oleh pemekaran wilayah, 
Dikarenakan adanya beberapa aktor-aktor politik yang menggagas untuk lepasnya 
wilayah Bone selatan dari kabupaten Bone. 
Aspirasi pembentukan kabupaten Bone selatan itu sendiri mulai berhembus seiring 
diberlakukannya Undang-undang menyangkut Otonomi Daerah tahun 2001, yang 
memungkinkan  suatu daerah di mekarkan dalam rangka mendekatkan pelayanan 
pemerintahan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
melalui kemandirian pengolahan potensi sumberdaya alam di daerah. Wilayah 
kabupaten Bone selatan meliputi enam kecamatan, yaitu kecamatan Bontocani, 
Kecamatan Kahu, Kecamatan kajuara, Kecamatan Libureng, Kecamatan Patimpeng, 
dan Kecamatan Salomekko, Dengan penduduk lebih dari 100.000 jiwa. 
Kabupaten Bone yang memiliki wilayah seluas 4.559 km2, merupakan kabupaten 
terluas kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, Di bawah Kabupaten Luwu yang Luasnya 
sekitar 17.701 Km2 ( sebelum di mekarkan). Pelayanan yang kurang maksimal 
mendorong suatu daerah untuk melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran tersebut 
adalah pembentukan kabupaten atau daerah baru. Kondisi ini terjadi di berbagai daerah 
termasuk salah satunya saat ini adalah kabupaten Bone selatan. 
Kabupaten Bone itu sendiri adalah salah satu Daerah Otonom di provinsi Sulawesi 
Selatan, Ibu kota Kabupaten ini terletak di Watampone. Kabupaten Bone sebagai salah 
satu Daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis 
dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia yang secara 
administrative terdiri dari 27 Kecamatan, 333 Desa dan 39 kelurahan.Di wilayah 
tersebut terdapat Enam Kecamatan. Jumlah tersebut telah melebihi persyaratan untuk 
menjadi kabupaten yakni minimal Lima kecamatan. Untuk di ketahui, Ada enam 
kecamatan yang masuk dalam wilayah kabupaten Bone selatan. Keenamnya yaitu 
kecamatan Bontocani, Patimpeng, Salomekko, Kahu, Libureng, dan kecamatan 
Kajuara. 
Sebagai Modal untuk menjadi sebuah kabupaten, wilayah Bone selatan memiliki 
sumber daya alam seperti tambak perikanan di kecamatan Salomekko dan Kajuara 
yang dekat dengan teluk Bone serta, tambang bijih besi dan mangan.Namun di balik 
Tujuan pemisahan wilayah Bone selatan tersebut kita harus melihat bagaimana 
kelayakan pemekaran wilayah Bone selatan serta apa yang menjadi alasan mendasar 
pemekaran tersebut. 
Hal ini pula yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang pekaran Bone 
selatan, Apa yang menjadi alasan sehingga pemekaran Bone selatan di lakukan. 
Apakah semata mata untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 
masyarakat Bone selatan, Atau mungkin ada oknum-oknum tertentu yang 
memanfaatkan kondisi bergulirnya pemekaran bone selatan untuk memperoleh 
kekuasaan dari hasil pemisahan wilayah Bone selatan. 
Selain alasan tersebut di atas aspek kewilayahan, relief permukaan bumi sebagai 
salah satu factor yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pemekaran wilayah 
juga sangat memegang peranan penting, Karena bentuk topografi seperti perbukitan, 
lautan, dan rintangan-rintangan alam lainnya dapat menghalangi laju perkembangan 
daerah. Selain itu, luas lahan, Iklim, Letak astronomis, geografis ,strategis,bentuk 
kawasan, Flora dan Fauna, serta keadaan tanah tentunya sangat mendukung 
perkembangan suatu daerah. Dan Bone selatan telah memenuhi kriteria yang harus di 
miliki hal-hal tersebut di atas. 
Memperhatikan dari apa yang telah penulis paparkan sebelumnya di atas, Maka 
penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian : 
“ Pemekaran Wilayah Bone Selatan “ 
1. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan dari apa yang telah di kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, 
maka yang menjadi focus utama dalam penelitian ini adalah : 
a. Apa yang menjadi alasan sehingga Bone selatan di mekarkan. ? 
b. Apa kekuatan dan kelemahan pada pemekaran wilayah Bone selatan.  
 
 
II. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan : 
a. Menggambarkan dan menganalisa apa yang menjadi alasan di mekarkannya 
Bone selatan. 
b. Menggambarkan dan menganalisa kekuatan dan kelemahan dalam pemekaran 
wilayah Bone selatan. 
1. MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu, manfaat Akademis dan manfaat praktis: 
Manfaat Akademis : 
a. Untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang menjadi alasan sehingga 
kabupaten Bone selatan di mekarkan. 
b. Untuk memberikan pemahaman apa kekuatan dan kelemahan pemekaran 
kabupaten Bone selatan. 
 Manfaat praktis : 
a. Sebagai tambahan referensi bagi para peneliti yang akan menliti khususnya 
pemekaran kabupaten Bone selatan. 





KERANGKA KONSEP DAN TEORI PEMEKARAN WILAYAH 
Dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa hal yang di anggap relevan 
dengan pembahasan ini. Adapun tinjauan pustaka yang di maksudkan di sini adalah 
konsep otonomi daerah, konsep pembangunan wilayah, Konsep desentralisasi, Dan 
konsep pemekaran wilayah. 
1. Konsep Otonomi Daerah 
Otonomi daerah berasal dari bahasa yunani “ autonomie “yang berarti auto 
adalah sendiri dan nomos adalah Undang-undang. Jadi secara harpiah otonomi dapat 
di artikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengururus 
rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah.2 
Selain itu otonomi dapat di terjemahkan sebagai berikut : 
a. Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap 
menghormati perundang-undangan. Otonomi adalah wewenang untuk 
menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu 
lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan 
mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk. 
b. Komponen utama pengertian otonomi, yaitu komponen wewenang dan menetapkan 
dan melaksanakan kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep 
pemerintahan yang di peroleh dari pemerintahan pusat melalui desentralisasi 
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 Dadang, Solihin dan putut maryahadi. 2002.Panduan lengkap Otonomi Daerah.Jakarta:ISMEE. Hal, 5 
wewenang, dan wewenang tersebut merupakan wewenang formal dan komponen 
kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata oleh dari dan untuk rakyat 
yang bias di lihat dari kemandirian daerah tersebut dari sisi pendapatan yang di 
hasilkan, Baik dari pendapatan asli daerahnya (PAD) yang relatif besar di bandingkan 
bentuk dana alokasi umum (DAK) serta dana yang lain3. 
Dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi yang di 
anut adalah: 
1. Otonomi Luas 
Adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang 
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di dalam 
bidang politik luar negri, Pertahanan keamanan, Peradilan, Moneter, fiscal dan agama. 
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan 
pelayanan, Peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan.4 Selain itu terdapat kewenangan bidang 
lainnya yang meliputi : 
a. Kebijakan tentang perencanaannasional dan pengendalian pembangunan nasioanl 
secara makro. 
b. Dana perimbangan keuangan. 
c. Sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara. 
d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 
e. Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis. 
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 Dadang, Solihin dan putut maryahadi. 2002.Panduan Lengkap Otonomi Daerah. Jakarta:ISMEE Hal.7 
4
 Abdurrahman.1998. beberapa pemikiran Tentang otonomi daerah .Jakarta;MiltonPutra. Hal.12 
f. Konserfasi dan standarisasi nasional. 
2. Otonomi Nyata 
Otonomi nyata adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 
berdasarkan tugas, Wewenang, dan kewajiban pemerintah di bidang tertentu yang 
secara nyata ada dan di perlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah yang 
berpotensi dengan khas. Bidang yang wajib di laksanakan oleh daerah kabupaten dan 
kota, Meliputi pekerjan umum, Kesehatan, Pendidikan, kebudyaan,Pertanian, 
Perhubungan, Industri, perdagangan,penanaman modal, Lingkungan hidup, 
Pertahanan, Koperasi dan tenaga kerja 5. 
Sementara itu, Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian 
otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. 
3. Otonomi yang bertanggung jawab 
Adalah perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekwensi pemberian hak 
dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus di pikul 
oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, Sementara itu, Otonomi yang 
bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-
benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya 
untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang 
merupakan tujuan nasional, yang berupa : 
a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 
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 Haris Syamsudin. 2005. Desentralisasi dan otonomi daerah,Desentralisasi, Demokrasi dan akuntabiliti pemerintah 
daerah. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 9 
b. Pengembangan hidup demokrasi. 
c. Keadilan dan pemerataan pembangunan 
d. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menuju 
NKRI. 
4. Keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya 
Artinya mampu membangun kerjasama antara daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antara daerah, Hal yang tidak 
kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjalin hubungan yang 
serasi antara daerah dengan pemerintah, Artinya harus mampu menjaga dan 
memelihara keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara republik indonesia 
dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. 
 Adapun pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 yaitu,Hak 
kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Atau otonomi daerah juga dapat di artikan sebagai hak 
penduduk yang tinggal dalam suatu daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 
yang mengatur, Mengurus, Mengendalikan, Mengembangkan, Urusannya sendiri 
sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 Sedangkan daerah otonom menurut UU No. 32/2004 daerah otonom selanjutnya 
di sebut daerah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan 
system Negara kesatuan republik Indonesia. 
  Pengertian Otonomi daerah sering di salah gunakan atau di pertukarkan 
penggunaannya dengan istilah desentralisasi, Secara singkat pengertian desentralisasi 
mengandung pengertian adanya pembentukan daerah otonom dan atau penyerahan 
wewenang tertentu kepada (daerah yang di bentuk) oeh pemerintah pusat. Sementara 
itu, Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat di bagikan wilayah 
nasional suatu Negara melalui lembaga pemerintahan yang secara formal berada di 
luar pemerintahan pusat. 
a. Prinsip Otonomi Daerah 
Prinsip-prinsip otonomi daerah sebenarnya telah di terapkan jauh sebelum lahirnya 
Undang-undang No.5 Tahun 1974 yaitu prinsip otonomi yang nyata, Dinamis, dan 
bertanggung jawab dalam tahap ini implementasinya lebih berkonotasi kepada hak dari 
pada kewajibban di mana banyak memerlukan koordinasi dengan pemerintahan pusat 
sehingga muncuk kesan sentralistik. Di samping itu apabila di kaji oleh Undang-undang 
No.5 Tahun 1974, Maka pengertian otonomi bagi suatu daerah tersebut harus mampu: 
1. Berinisiatif sendiri( menyusun kebijakan daerah dan menyususn rencana dan 
pelaksanaannya). 
2. Memiliki alat pelaksaan sendiri yang qualified ( memenuhi persyaratan). 
3. Membuat pengaturan sendiri (PERDA) 
4. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri (menetapkan pajak, Retribusi, dan lain-lain 
usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku). 
Namun konsep  otonomi darah yang perkenalkan dalam Undang-undang tersebut 
berbeda dengan konsep Undang-undang No.22 tahun 1999. Adapun konsep pemberian 
otonomi pemberian otonomi daerah menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 adalah 
: 
a. Penyelenggaraan otonomi daerah di laksanakan dengan memperhatiakn aspek 
demokrasi, Keadilan. Pemerataan sera potensi dan keanekaragaman daerah. 
b. Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung 
jawab. 
c. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh di letakkan pada kabupaten dan kota, 
Sedangkan otonomi daerah provinsi meripakan otonomi yang terbatas. 
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara, Sehingga tetap 
terjaln hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom 
dan karenanya, Dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. 
Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah atau pihak 
lain.Seperti badan otorita, Kawasan pelabuhan, Perumahan, Kawasan industri, 
Pertambangan, Perkebunan, Kawasan perhutanan dan perkotaan baru, Pariwisata, dan 
semacamnya berlaku peraturan daerah otonom. 
f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislative 
daerah,Baik sebagai legislasi, Pengawasan, Maupunfungsi anggaran atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
g. Pelaksaan asas desenralisasi di letakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya 
sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu 
yang di limpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Pelaksanaan 
atas tugas pembantuan di mungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat dan daerah 
kepada desa yang di sertai dengan pembiayaan, Sarana dan prasarana, Serta sumber 
daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan. 
Pada saat ini prinsip otonomi daerah yang di gunakan berdasarkan ketentuan 
Undang-undang No.32 Tahun 2004 lebih menekankan pada perwujudan otonomi yang 
seluas –luasnya nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan 
hubungan antara pemerintah. Dengan kata lain prinsip otonomi saat ini berdasrkan 
asas desentralisasi berkeseimbangan. 
 Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk 
mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Baik untuk kepentingan daerah setempat 
maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam Era Reformasi saat ini. 
 Adapun Lima varibel sebagi factor pokok untuk mengukur kemampuan suatu 
daerah untuk berotonomi adalah: 
1. Kemampuan keuangan daerah, Nilainya di tentukan oleh berapa besar peranan 
pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah. 
2. Kemampuan aparatur berapa ratio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk. 
3. Partisipasi masyarakat yang menyangkut berbagai macam pelayanan. 
4. Variable ekonomi di daerah dengan mengukur indikator nilai rata-rata pendpatan 
perkapita dalam lima tahunterakhir. 
5. Variable demografi. Pendapatan penduduk, Pertumbuhan penduduk, dan lain lain. 
Otonomi daerah dapat di pandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata 
penyelenggaraan pemerintah yang efektif, Efisien, dan bewibawa guna mewujudkan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan 
daerah yang lainnya. Disamping menumbuhkembangkan semangat kebersamaan 
dalam simpul Negara Republik Indonesia. 
1. Teori Desentralisasi 
Berbicara tentang pemekaran wilayah, Tentu saja tidak dapat terlepas dari teori 
desentralisasi sebagai wujud dari tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip demokrasi 
dalam kehidupan bernegara, Khususnya di tingkat daerah, Karena salah satu prinsip 
demokrasi yang sejalan dengan ide desentralisasi adalah partisipasi dari masyarakat. 
Agar masyarakat dan elit politik daerah mampu mengembangkan daerahnya sendiri 
dan mempunyai kewenangan lebih untuk daerahnya. 
Dalam pengertiannya, Desentralisasi memiliki dua defenisi:pertama, Desentralisasi 
yang di terjemahkan sebagai  pengalihan tugas operasional dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah.Kedua, Desentralisasi yang di gambarkan sebagai pendelegasian 
atau devolusi kewenangan pembuatan keputusan kepada pemerintah yang tingkatnya 
lebih rendah. Dengan demikian, Pada dasarnya desentralisasi sungguh tidak jauh 
bedanya dengan pemekaran wilayah yang berkembang pada saat ini merupakan 
sebagai wahana pemberdayaan masyarakat daerah 6. Lalu kemudian apa yang 
membuat masyarakat dan pemerintah lokal meminta lebih setelah di berikan otonomi 
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daerah oleh pemrintah pusat. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis 
khususnya ketika hendak mengkaji pemekaran wilayah. 
Ternyata setelah di kaji lebih mendalam, selain desakan atas gelombang euphoria 
saat reformasi, pemicu derasnya pemekaran wilayah, Adalah dekrit presiden pada 
tahun 1959, Yang segala sesuatunya harus di kembalikan kepada Undang-undang 
dasar 1945 dan pancasila, namun pasca Reformasi, Muncullah UU No. 22/1999 yang 
lebih mencerminkan Kebhinekaan ketimbang ketunggal ikaannya, Namun dalam 
perkembangannya Undang-undang No.22/1999 ini di revisi menjadi Undang-undang 
No.32/2004, Yang di nilai banyak kalangan sebagai bentuk Resentralisasi Soekarnois, 
Jelas saja berbagai desakan pemekaran wilayah semakin membanjir di DPR, Pasalnya 
makna desentralisasi bukan hanya berkisar pada adanya kewenangan untuk 
melakukan kewenangannya sendiri, Namun telah bergeser kepada dorongan untuk 
memperoleh perlakuan yang lebih adil, Baik dari pemerintah pusat maupun dari 
pemerintah daerah. Karena memang sistem desentralisasi yang mengacu pada 
pemerintahan pusat justru dalam hal ini lebih berkesan sebagai Eksploitator asset dan 
sumber daya daerah setempat, Imbasnya adalah rakyat sendir yang kurang 
mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah induk yang memiliki kontrol terhadap 
daerahnya. 
2. Konsep Pengembangan Wilayah 
Pengembangan wilayah di maksudkan untuk memperkecil kesenjangan 
pertumbuhan dan ketimpangan  antar wilayah. Dalam konteks nasioanl adanya 
kesenjangan pembangunan antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan 
pembangunan nasioanal secara keseluruhan. Menurut Poernomosidi (1979 ). Bahwa 
pengembangan wilayah di mungkinkan karna adanya modal yang bertumpu pada 
pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam berlangsung secara 
kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Arus barang sebagai salah satu gejala 
ekonomi merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah, Antar pulau dan antar 
Negara 7 . 
Dalam konteks pengembangan wilayah, Pendekatan berdasrkan konsep  
ekonomi paling banyak di gunakan baik secara ekonomis maupun praktis. Tujuan dari 
konsep ini adalah pembangunan pada sektor- sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, 
sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh wilayah.part ( 1999) menyebutkan 
ada beberapa konsep pengembangan wilayah,yaitu: 
a. Membangkitkan kembali daerah terbelakang(depressed area), Sebagai daerah yang 
memiliki karekteristik tingginya tingkat pengangguran, Pendapatan perkapita rendah, 
Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas 
dan utilitas yang ada. 
b. Mendorong Dekonsentrasi wilayah, konsep ini untuk menekan tingkat konsentrasi 
wilayah dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, Terutama pada 
beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan yang berarti untuk menekan perannya 
selalu besar. 
c. Memodifikasi sistem kota-kota, Merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju 
pusat-pusatpertumbuhan, Yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan telah 
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memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik dan di harapkan akan dapat mengurangi 
migrasi penduduk ke kota besar. 
d. Pencapainan terhadap keseimbangan wilayah, Hal ini muncul di karenakan akibat 
kurang memuaskannya struktur ekonomi interegional yang biasanya dengan 
mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, Serta berhubungan dengan belum di 
manfaatkannya suber daya alam pada beberapa daerah. 
3. Konsep Pemekaran Wilayah 
pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa bagian wilayah kabupaten baru 
pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada 
masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, Calon kabupaten baru yang akan di 
bentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara satu dengan 
yang lain. Hal ini perlu di upayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada 
masa dating. Selanjutnya dalam satu usaha pemekaran wilayah akan di ciptakan ruang 
publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang 
publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat. Ada yang merasa di 
untungkan atau sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru di 
sebabkan jarak pergerakan berubah. 
Pemekaran wilayah di landasi oleh Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang 
pemerintahan daerah,  Pada pasal 5 ayat 2 di nyatakan bahwa: daerah undang No.22 
tahun1999 di gantikan dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan Daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 
dan ayat 4. 
Dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut di nyatakan : 
Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian 
daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau 
lebih. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 4 Undang-undang tersebut di nyatakan: 
pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana di 
maksudkan pada ayat 3, Dapat di lakukan setelah mencapai batas minimal usia 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, Dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, 
Kehidupan demokrasi, Perekonomian daerah, Pengelolaan potensi daerah, keamanan 
dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar antar daerah dan pusat. Pada 
hakekatnya pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya secara 
berkelanjutan, Meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor. 
Memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas 
hidup ( PPNo.129 Tahun 2000)8  
Adapun syarat fisik yaitu paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan 
sebuah kabupaten baru. Dan 4 ( empat ) untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu 
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Skema kerangka pemikiran adalah sebagai berikut : 
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A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bone sendiri yang akan memekarkan 
wilayah Bone bagian selatan. Sedangkan unit analisisnya adalah apa saja potensi yang 
di miliki Kabupaten Bone khususnya Bone selatan yang menjadi objek penelitian, 
Sehingga di katakana layak untuk di mekarkan.  
B. Dasar dan Jenis Penelitian 
Dasar penelitian deskriptif. Peneliti akan melihat langsung realitas-realitas di 
lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Realitas-realitas itu akan di pilih 
berdasarkan kebutuhan penelitian lalu di kumpulkan untuk kemudian di analisis. 
Jenis penelitian ini adalah Deskriftif kualitatif, Yakni suatu metode yang 
menggambarkan atau melukiskan kenyataan serta keadaan objek yang di teliti secara 
sistematis, Faktual dan akurat untuk kemudian di analisis secara mendalam. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Data di golongkan menjadi dua bagian yaitu, Data sekunder dan data primer. 
Penggolongan ini di lakukan demi menjaga keakuratan dan relevansi serta kekayaan 
data yang di peroleh di lapangan sehubungan dengan objek penelitian ini. Data primer 
adalah data yang bersumber dari studi lapangan, Berupa wawancara mendalam dan 
observasi yang di lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang factual dan 
akurat mengenai objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang 
bersumber dari kepustakaan berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
objek penelitian. Adapun data dari studi lapangan di peroleh dengan menggunakan 
teknik-teknik sebagai berikut : 
1. Wawancara 
Teknik pengumpulan data ini di maksudkan untuk mendapatkan gambaran 
mengenai objek penelitian dengan cara Tanya jawab secara mendalam dan terbuka 
dengan bertatap muka langsung dengan informan/responden. Bentuk data yang di 
peroleh terdiri dari kutipan langsung yang merupakan pengalaman langsung dan 
pengetahuan informan/responden dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai 
pedoman wawancara. Wawancara di lakukan dengan beberapa informan/responden 
terpilih yang menguasai informan mengenai objek penelitian. 
2. Observasi 
Teknik ini berupa pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna 
memperoleh keterangan berupa informasi, Data dan fakta akurat yang berhubungan 
dengan objek penelitian. Teknik ini juga di gunakan untuk mengetahui relevansi antara 
keterangan informan/responden dan data dengan kenyataan yang ada dengan 
melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan tetap mengontrol 
keabsahannya. Data yang di dapat melalui observasi langsung terdiri dari keterangan 
kegiatan berupa perilaku, Tindakan, dan keseluruhan kemungkinan interaksi 
interpersonal dan proses penataan yang merupakan kecenderungan dan pengalaman 
manusia yang dapat di amati. 
 
3. Studi Kepustakaan 
Teknik ini di gunakan unuk memperoleh data-data pendukung ( data sekunder ) dari 
berbagai literatur baik baik berupa buku, Makalah, Majalah, Hasil penelitian yang 
relevan, Koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan 
dengan objek penelitian. 
D. Penentuan Informan 
Dalam desain penelitian Deskriftif Kualitatif, Jenis informan/responden ada dua, 
Yaitu informan kunci ( key informan ) dan informan sekunder (sekondery informan). 
Informan kunci adalah mereka yang di anggap menguasai objek penelitian. Sedangkan 
informan sekunder di butuhkan untuk melengkapi informan/data tentang objek 
penelitian guna memperkaya analisis, tetapi tidak mesti ada. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada kegiatan pra penelitian. 
Penulis menemukan fakta bahwa pemekaran wilayah Bone selatan di lakukan di 
karenakan wilayah kabupaten Bone yang begitu luas sehingga hal itu menjadi salah 
satu indikasi pelayanan kepada seluruh masyarakat di wilayah kabupaten Bone, Tidak 
seluruhnya mendapat apa yang menjadi keinginan mereka. Dalam penelitian ini, 
Penulis melakukan wawancara mendalam kepada nara sumber yang betul-betul 
mengetahui pemekaran wilayah Bone selatan.yaitu: 
1. Ketua DPRD Kabupaten Bone, Ambo Dalle 
2. Ketua Umum Forum percepatan pemekaran wilayah Bone Selatan, Andi Mappamadeng 
3. Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Bone 
 
E. Analisis Data 
Penelitian ini di lakukan secara berkesinambungan. Artinya, Tahap pengumpulan 
data, Pengolahan data dan analisis data di lakukan secara bersamaan selama proses 
penelitian. Jadi, Pengolahan data tidaak harus di lakukan setelah data terkumpul, 
Tetapi juga  di lakukan ketika proses pengumpulan data sedang berlangsung. 
Bentuk analisis data di lakukan dengan mengorganisasikan data, 
Menjabarkannya kedalam unit-unit, Menyususn kedalam pola, Memilih yang mana yang 
penting dan yang akan di pelajari, Menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, Dan 
selanjutnya membuat kesimpulan. 
F. Penyimpulan Akhir 
Dari pengumpulan data yang telah di peroleh, Peneliti menemukan berbagai hal-
hal penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada saat mengolah data, 
Peneliti sudah mendapat kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara yang masih 
berdasarkan data di pahami dan di komentari oleh peneliti yang pada akhirnya 
mendeskripsikan atau menarik kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah di 
peroleh. 
Pada penyimpulan akhir peneliti juga mengulang langkah sebelumnya, Sebelum 
mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Penelitian berakhir ketika 
peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Gambaran umum lokasi penelitian di perlukan untuk memudahkan memahami lokasi 
penelitian dengan cara mendeskripsikan letak geografis, Luas wilayah, 
Keadaanpenduduk, Agama,Bahasa, dan sejarah. 
1. Kondisi Geografis dan demografis 
Kabupaten Bone adalah sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur 
Sulawesi selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di watampone. Daerah ini juga 
merupakan salah satu daerah otonom di Sulawesi selatan. Memiliki wilayah strategis 
dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia. Batas wilayah 
kabupaten Bone adalah sebagai berikut : 
Sebelah utara      : Kabupaten Wajo, Soppeng 
Sebelah selatan  : Kabupaten sinjai, Gowa 
Sebelah barat      : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru 
Sebelah timur      : Teluk Bone 
Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km, Wilayah ini terdiri dari 27 
kecamatan, 333 desa, dan 39 kelurahan, Jumlah penduduk kabupaten Bone adalah 
717.268 jiwa. Terdiri atas 341.335 laki-laki dan 375.933 perempuan. Dengan kepadatan 
penduduk rata-rata 140 jiwa/km2. 9. 
2. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Bone 
Kondisi perekonomian Kabupaten Bone terlihat dari gambaran PDRB  tahun 2003 
sebesar Rp. 2.164.344,20 juta, Menjadi Rp. 2.209.958,50 juta, Pada tahun 2004, atau 
terjadi pertumbuhan sebesar 2,11%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin 
membaik tersebut secara langsung berdampak kepada kenaikan pendapatan perkapita 
dari Rp. 3.156.907, tahun 2003 menjadi Rp.3.211.775 pada tahun 2004.10. 
Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bone tersebut, Di samping memberikan implikasi 
positif terhadap pembukaan lapangan kerja, Juga masih menyisakan pengangguran. 
Struktur perekonomian kabupaten Bone tahun 2004 masih di dominasi oleh sektor 
pertanian sebesar 56,97%, Menyusul jasa-jasa sebesar 10,39%, Perdagangan-
Restoran-Hotel 8,73%.11 
Masih tingginya penduduk yang berusaha di sektor pertanian secara langsung dapat 
di gambarkan bahwa pengembangan ekonomi kabupaten Bone masih berorientasi kuat 
pada sektor pertanian. Di samping itu, Tuntutan keterampilan yang tidak begitu tinggi, 
Di sektor ini menjadi sektor pertanian merupakan tempat berusaha bagi tenaga kerja 
yang tidak tertampung pada sektor lainnya. Hal ini dapat mendorong produktifitas 
pekerja di sector pertanian lebih rendah di bandingkan dengan sector lainnya. 







Dari aspek kesehatan memperlihatkan tingkat kesehatan masyarakat masih 
tergolong rendah. Tercermin dari indikator kesehatan seperti usia harapan hidup tahun 
2004 masih mencapai 62 tahun bagi laki-laki, Dan 60 bagi perempuan. Namun 
PEMKAB Bone telah berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup 
serta kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. 
Pada aspek pendidikan, Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, Maka PEMKAB 
Bone untuk sector pendidikan di arahkan pada uapaya peningkatan mutu pendidikan, 
Dalam hal ini di harapkan pula adanya peningkatan relevansi pendidikan serta 
mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan. Oleh karena itu mutu 
pendidikan selalu di tingkatkan sebagai upaya peningkatan SDM agar menguasai 
IPTEK. Peningkatan SDM tersebut mempunyai nilai strategis karena merupakan 
persyaratan mutlak bagi daerah kabupatenBone untuk mampu bersaing dalam Era 
otonomi daerah ini. 
3. Bone Selatan Dalam Cakupan Kabupaten Bone 
Bone selatan merupakan bagian kabupaten Bone yang berbatasan langsung 
dengan wilayah Kabupaten Sinjai, Sejumlah kecamatan yang berada di wilayah selatan 
kabupaten Bone berupa wilayah pegunungan serta persawahan yang merupakan mata 
pencaharian rata-rata masyarakat yang berada di wilayah Bone selatan. Tak jauh 
berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah kabupaten Bone pada umumnya, 
Masyarakat yang tinggal di wilayah  Bone selatan pun menggantungkan hidupnya 
dengan bertani, Namun ada juga yang memiliki tambak ikan, Berdagang dan 
sebagainya. 
Bone selatan juga merupakan daerah dengan tingkat pendapatan daerah yang 
cukup tinggi, Dalam hal pelayanan wilayah yang berada di wilayah Bone selatan jauh 
dari kata baik, Di karenakan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupayen 
Bone secara khusus.Sehingga hal tersebut  yang menjadi salah satu alasan untuk 
masyarakat yang tinggal di wilayah Bone selatan untuk memilih kabupaten sinjai dalam 
berbagai macam pemenuhan kebutuhannya, Karena sinjai adalah tempat yang dapat di 
jangkau dengan cepat dan transortasi juga mendukung. Juga dalam hal bahasa 
penukis melihat masyarakat di Bone selatan lebih cenderung menggunakan bahasa 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemekaran wilayah merupakan salah satu langkah yang timbul dari semangat 
otonomi daerah di Negara kesatuan republic Indonesia. Otonomi daerah yang di 
harapkan dapat menjadi alternative yang signifikan dalam pelaksanaan segala urusan 
pemerintahan untuk memudahkan dan dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap 
masyarakat. 
Pelayanan terhadap masyarakat yang beragam dengan banyak populasi di 
pandang akan berjalan lebih lancer jika pihak yang terstruktur di dalam pemerintah 
daerah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai letak geografisnya dalam artian tidak terlalu 
jauh dengan komunitas masyarakat daerah, sehingga fenomena pembentukan daerah 
dengan tujuan pelaksanaan otonomi yang terjangkau menjadi salah satu pilihan. 
Dalam pembahasan ini, Penulis membagi menjadi dua yaitu, Apa yang menjadi 
penyebab sehingga wilayah Bone selatan di mekarkan, Dan yang kedua apa kelebihan 
dan kelemahan dalam pemekaran wilayah Bone selatan. 
A. Alasan Pemekaran Wilayah Bone selatan 
Pembentukan daerah baru pada dasarnya di maksudkan untuk meningkatkan 
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Di 
samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal 
Pemekaran yang selama ini bergulir di berbagai wilayah merupakan bentuk dari 
tuntutan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah yang tidak memberikan pelayanan 
yang baik sesuai keinginan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menjawab 
dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, Seperti pelayanan di 
bidang kesehatan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Politik dan budaya. 
Pemekaran wilayah di kabupaten Bone yang saat ini sedang berlangsung 
khususnya wilayah Bone selatan, Masuk dalam urutan 203 dari seluruh wilayah di 
indonesia yang mengajukan untuk di mekarkan. Hal tersebut telah di setujui oleh 
pemerintah daerah dan berkas-berkas terkait dengan pemekaran tersebut telah sampai 
di kementrian dalam Negri. Hal tersebut sesuai dengan yang di sampaikan ketua DPRD 
kabupaten Bone Ambo Dalle.12.. 
Pemekaran Bone selatan di harapkan memberikan perubahan yang positif bagi 
masyarakat Bone selatan khususnya dalam hal pelayanan publik seperti apa yang di 
keluhkan masyarakat selama ini. Harapan ini pula yang membuat pemekaran itu 
semakin gencar untuk segera di wujudkan. Masyarakat Bone selatan, sesuai dengan 
apa yang telah peneliti lakukan terhadap apa yang menjadi alasan sehingga Bone 
selatan ingin memisahkan diri dari kabupaten Bone Yaitu, semata mata untuk 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang tinggal di daerah –
daerah yang jauh dari kabupaten Bone. Jarak antara wilayah yang berada di selatan 
kabupaten Bone dengan ibu kota kabupaten yang cukup jauh, Dan di tambah yang 
akan di tempuh untuk sampai di kabupaten Bone yang tidak memadai sehingga 
mengakibatkan sulitnya mendapat pelayanan yang memadai. 
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Kabupaten Bone yang begitu luas di tambah dorongan dari seluruh lapisan 
masyarakat Bone selatan di harapkan mampu memberikan bentuk pemerintahan yang 
baik. Memenuhi apa yang selama ini apa yang tidak di dapatkan masyarakat Bone 
selatan. Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang yang dengan adanya 
pemekaran wilayah tersebut di harapkan mampu memberikan segala apa yang 
pemeritah daerah dapat berikan guna kesejahteraan masyarakat bone selatan, Melalui 
perencanan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas di banding ketika 
masih berada di bawah naungan kabupaten Bone. 
Pemekaran wilayah di maksudkan menyederhanakan dan memperpendek jalur 
birokrasi, Kewenangan pengelolaan sumber daya alam( SDA ) langsung oleh 
daerah.Invertasi bias langsung ke daerah, Fungsi pelayanan masyarakat oleh 
pemerintah lebih maksimal.mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat 
melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal.  
Dengan di kembangkannya daerah baru yang otonom, Maka akan memberikan 
peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak 
tergali. 
Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi 
kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga 
mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, Karna berbagai 
peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia 
sebagai dampak pemekaran wilayah. 
Dari berbagai hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para narasumber di 
kabupaten Bone, Bahwa pemekaran Bone selatan sesungguhnya bertujuan untuk 
memudahkan pelayanan kepada masyarakat  yang ada di wilayah Bone selatan, 
Seperti pada hasil wawancara dengan Andi Mappamadeng berikut ini: 
Denganpembentukan Bone selatan semakin mendekatkan pelayanan kepada rakyat, 
Katakanlah kalau sebelum di mekarkan jarak pelayanan itu antara kabupaten Bone 
kekecamatan Bonto cani di kawasan Bone selatan kurang lebih 100 km, dengan 
pembentukan Bone selatan maka jarak yang di tempuh ke kecamatan Kahu sebagai ibu 
kota kabupaten hanya menjadi kurang lebih 40 km, itu merupakan contoh bukti bahwa 
pemekaran mendekatkan pelayanan pada masyarakat.13 
 Dari jawaban tersebut dapat di pahami bahwa pemisahan Bone selatan dari 
kabupaten Bone yang lebih kita kenal dengan pemekaran wilayah, Bertujuan untuk 
memberikan pelayanan yang lebih baik serta member kemudahan kepada masyrakat 
Bone selatan untuk di jangkau. Dan di harapkan dengan adanya pemekaran wilayah ini 
dapat lebih mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. 
Pemekaran Bone selatan juga nantinya di harapkan mampu menjadikan Bone 
selatan sebagai kabupaten yang mampu bersaing dengan kabupaten lain yang lebih 
dulu memekarkan diri, Dengan potensi alam yang melimpah yang di miliki oleh Bone 
selatan. 
Jadi pada dasarnya pemekaran ini bertujuan agar masyarakat di bone selatan 
dapat juga merasakn kemudahan dalam pelayanan yang akan di berikan pemerintah 
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setempat. Sehingga jarak yang selama ini jauh dan sulit untuk di jangkau lebih mudah 
dan lebih cepat. 
Berikut petikan wawancara penulis dengan nara sumber : 
Pemekaran itu jika terwujud akan berupa Undang-undang pemekaran wilayah. Potensi 
yang di miliki oleh Bone selatan itu prospeknya ke depan cukup bagus untuk di 
kembangkan, Terutama potensi sumber daya alam ( SDA ). Karena hamper semua 
kecamatan yang ada di Bone selatan memiliki tambang biji besi, Mangan, Dan bias jadi 
emas kalau tempat lain berupa marmer14. 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemekaran Bone selatan tidak hanya 
akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Bone selatan dalam pelayanan dan 
sebagainya, Tapi juga memudahkan bagi Bone selatan untuk mengembangkan sumber 
daya alam ( SDA ), Dan sumber daya manusia. 
Sumber daya alam ( SDA ) yang di miliki oleh Bone selatan sangat melimpah 
dan apabila di kelola dengn baik dan di kembangkan akan sangat membantu dalam 
megembangkan taraf hidup menuju lebih baik, dengan adanya peran pemerintah dalam 
pengembangan sumber daya alam tersebut akan lebih cepat terealisasi. 
Selama ini pemerintah kabupaten bone kurang memberikan perhatian kepada 
masyarakat atas apa yang di butuhkan masyarakat Bone selatan seperti kabupaten 
lainnya. Sebagai contoh dalam hal pendidikan, Sarana pendidikan guru yang harus 
menempuh jarak yang jauh untuk sampai di sekolah tempatnya mengajar. Juga jalanan 
yang sudah banyak rusak di wilayah kahu tidak kunjung di perbaiki. Hal tersebut di atas 
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hanyalah merupakan contoh kecil dari kurangnya perhatian pemerintah kabupaten 
Bone kepada wilayah yang ada di kawasan selatan. Jadi tidaklah heran jika Masyarakat 
Bone selatan menuntut adanya pemekaran wilayah, Hal tersebut guna memudahkan 
segala apa yang menjadi harapan masyarakat Bone selatan. Dengan di tunjang sumber 
daya alam yang melimpah, Seperti tambang mangan, Biji besi, Tambak ikan dan lain 
sebagaimya. Masyarakat bone selatan optimis mampu mengembangkan Bone selatan 
menjadi sebuah kabupaten yang maju dan mampu mensejahterakan masyarakat di 
wilayah Bone selatan. 
Kelayakan Bone selatan untuk di mekarkan juga di kemukakan oleh Marzuki ali, 
Menurutnya, Dari pertimbangan teknis, Ekonomi, Politik, Sosial budaya, Keamanan, 
Serta keuangan, Daerah Bone selatan sudah memenuhi unsure tersebut di atas 
sehingga layak untuk di mekarkan.15  
Bone selatan merupkan wilayah yang penduduknya hamper 70% bermata 
pencaharian sebagai petani, Sebagian pedagang, dan juga nelayan. Kemajemukan 
tersebut membuat Bone selatan membuat semakin banyaknya potensi yang di miliki 
wilayah Bone selatan. 
Menurut Andi mappamadeng dari hasil wawancara yang peneliti lakukan 
mengatakan: Pengembangan Bone selatan sangatlah baik jika di banding dengan 
kabupaten induk yaitu watampone, Di lihat dari ekonomi politik dan sosial budayanya. 
Menurutnya, Bone selatan itu setiap kecamatan di bangun sesuai dengan karakteristik, 
Sesuai dengan potensi wilayah yang di milikinya sesuai dengan konsep otonomi 
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daerah, Contoh seperti kecamatan Bonto cani yang seperti dalam aturan perundang-
undangan msuk dalam kawasan hutan lindung, Oleh karena itu kecamatan Bonto cani 
dapat di jadikan kawasan agrowisata buah buahan 16. 
Dengan adanya pembentukan Bone selatan menjadi satu kabupaten, 
Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka 
pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Dengan di kembangkannya 
daerah baru yang otonom,  Maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai 
potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak kurang di perhatikan. 
Potensi alam yang baik tersebut yang di miliki Bone selatan di harapkan pula jika 
di kelola dengan baik, Bisa menjadi lapangan pekerjaan yang sekaligus dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat Bone selatan dan sekitarnya. Dengan kata lain 
pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari 
satu wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan 
di berbagai sektor kehidupan. Pemekaran wilayah juga dapat menciptakan kemandirian 
daerah. 
B. Kelebihan dan Kelemahan Pemekaran Wilayah Bone Selatan 
Pemekaran wilayah merupakan wilayah merupakan implikasi berlakunya paket 
Undang-undang otonomi daerah tahun 1999 lalu yang telah berubah menjadi Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dan PP No. 38 Tahun 2007, 
Tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah. Otonomi merupakan piihan terbaik 
dari pada menjadi federasi.  
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1. Kelebihan  
Kelebihan dari pemekaran wilayah Bone selatan yaitu adanya  potensi lokal yang 
di miliki oleh wilayah bone selatan yang apabila di kelola oleh pemerintah dan di 
kembangkan dengan baik, Maka akan menjadi sebuah sumber  ekonomi dan lapangan 
pekerjaan bagi kemajuan masyarakat Bone selatan. Pemekaran Bone selatan juga di  
maksudkan menyederhanakan dan memperpendek jalur birokrasi, Kewenangan 
pengelolaan sumber daya alam ( SDA ) langsung oleh daerah. Investasi bias langsung 
ke daerah, Fungsi pelayanan masyarakat oleh pemerintah lebih maksimal. 
Beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah dapat di anggap sebagai salah 
satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
peningkatan publik yaitu : 
a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah 
kewenangan yang terbatas/ terukur. 
Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru akan lebih dapat 
memberikan pelayanan yang lebih baik di bandingkan dengan pelayanan melalui 
pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas.  
b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui kerangka 
pengembangan ekonomi daerah. 
Dengan di kembangkannya daerah baru yang otonom, sehingga rentang kendali 
pelayanan pemerintah lebih mudah terjangkaupengembangan pembangunan di 
berbagai sektor di pegang langsung oleh pemerintah wilayah, Sehingga laju 
pertumbuhan ekonomi lebih dapat di pantau. Potensi wilayah juga akan lebih dapat 
mempercepat pertumbuhan ekonomi pada wilayah Bone selatan. 
c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi 
kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan 
Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari 
masyarakat sipil dan dunia usaha. Karena berbagai peluang ekonomi baru, Baik secara 
formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak pemekaran wilayah. 
Pembentukan daerah otonom memang di tujukan untuk mengoptimalkan 
penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam 
berbagai dimensinya. Daerah otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh di 
peruntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu 
mengoptimalkan pelayanan public dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal 
dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, Pemekaran daerah seharusnya di 
dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya 
peningkatan kesejahteraan masyarak.    
Di samping itu dampak positif dari pemekaran wilayah yaitu : 
1. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesehatan gizi buruk semakin menurun. 
2. Kualitas sumber daya manusia anak daerah terlihat ada peningkatan yang signifikan. 
3. Pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat. 
4. Pemahaman pendidikan politik semakin di pahami oleh masyarakat lokal. 
5. Pembangunan infrastruktur daerah mulai maju. 
6. Pengembangan wilayah distrik dan kampong semakin memperpendek jangkauan 
pelayanan kepada masyarakat.  
2. Kelemahan 
Di samping kelebihan di atas tersebut juga ada kelemahan dalam pemekaran 
wilayah Bone selatan. Pemekaran wilayaah Bone selatan di kawatirkan hanya akan 
menjadi alat untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang sejak awal memang 
telah merencanaakan adanya pemekaran wilayah Bone selatan 
Pernyatan tersebut bila di kaji secara konprehensif, Maka ada beberapa hal yang 
dapat di simpulkan. Pertama bahwa, Pemekaran wilayah tidak hanya di pahami sebagai 
“pembagian kekuasaan” antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Akan 
tetapi pentingnya kesiapan dan kemampuan daerah dalam mengelola seluruh potensi 
yang di miliki guna kepentingan masyarakat, Sehingga tidak membebani pemerintah 
pusat dan juga masyarakat di daerah. Di singgung beban Negara yang di timbulkan 
pemekaran, Mardianto menyebutkan, Bila sebuah daerah otonom baru muncul, 
Pemerintah mau tidak mau minimal harus membantu menyediakan kantor-kantor 
pemerintah. Artinya, pemerintah tidak begitu saja lepas tanggung jawab17. 
Kedua, Euforia semangat memekarkan wilayah menjadi derah otonomi saat ini 
lebih di dasarkan pada pendekatan politis, Yaitu tingginya semangat perebutan wilayah 
kekuasaan oleh elit-elit politik local, dan menjadi arena baru dalam melakukan 
kontestasi elit. Yang sering kali mengabaikan tujuan pemekaran secara substansi, Yaitu 
mempermudah akses masyarakat terhadap pemerintah dan mengoptimalkan 
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pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Ketiga, Pemekaran sebagai hasil konsesi 
politik ekonomi dan administrative antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  
Kelemahan lainnya dalam pemekaran wilayah bone selatan adalah kurang 
siapnya masyarakat Bone selatan untuk menyambut pemisahan wilayah tersebut, 
Karna selam ini masyarakat Bone selatan menganggap bahwa kabupaten Bone adalah 
satu kesataun yang utuh sehingga, Apabila di pisahkan atau di mekarkan akan 
membuat perpecahan dan permusuhan di antara beberapa kecamatan yang tidak 















Pada bagian ini akan di uraikan kesimpulan dari proses pemekaran wilayah 
Bone selatan menjadi wilayah sebuah kabupaten baru di wilayah selatan kabupaten 
Bone. Runtuhnya resim Orde baru sekaligus membuka keran demokrasi yang di mana  
kebebasan untuk berpendapat semakin tidak di batasi. Demokrasi telah melahirkan 
kebebasan untuk berpendapat yang di mana masyarakat pun tidak takut untuk 
membuka suara tentang apa yang mereka tidak sesuai denga harapan mereka 
termasuk ketidak puasan mereka terhadap kinerja pemerintah daerah dalam 
memberikan pelayanan, Di karenakan jauhnya pusat pemerintahan kabupaten Bone 
untuk di jangkau oleh segenap masyarakat yang tinggal di wilayah Bone selatan 
khususnya merupakan salah satu contoh penyebab terjadinya pemekaran wilayah Bone 
selatan. 
Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian suatu wilayah menjadi 
lebih dari satu wilayah, dengan tujuan dasarnya meningkatkan pelayanan dan 
mempercepat pembangunan. Yang di harapkan juga dapat menciptakan kemandirian 
daerah. 
Fenomena pemekaran wilayah yang  ada saat ini merupakan implikasi dari paket 
Undang-undang otonomi daerah dalam rangka melakukan reformasi tata pemerintahan. 
Adanya gerakan separatis dari masyarakat, Beberapa daerah yang ingin memisahkan 
diri karena merasakan ketidak adilan yang di lakukan pemerintah pusat. Perjalanan 
pemekaran wilayah yang selama ini banyak bergulir di mulai karena adanya Undang-
undang otonomi daerah, Di mulai sejak diberlakukannya Undang-undang No.22/1999 
tentang pemerintahan daerah yang merupakan revisi mendasar dari Undang-undang 
No.5/1974, Tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang di laksnakan pada masa 
orde baru. Dalam penyempurnaannya Undang-undang No.22/1999 telah berubah 
menjadi Undang-undang No.32/2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya di 
lengkapi dengan PP No.129/2000 tentang persyaratan pembentukan dan criteria 
pemekaran. Penghapusan dan penggabungan daerah.  
Pemekaran wilayah yang terjadi di indonesia khususnya Bone selatan adalah 
merupakan imbas dari ketidaksanggupan pemerintah daerah di daerah 
mengakomodasi seluruh tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang meraka terima 
selama ini. Sehingga hal tersebut memudahkan elit-elit politik daerah untuk 
memprovokasi masyarakat agar menyuarakan pemisahan Bone selatan dari kabupaten 
Bone. 
Pemekaran wilayah Bone selatan ini juga merupakan upaya agar seluruh 
masyarakat Bone selatan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dari 
pemerintahan yang baru nantinya. Sekaligus meningkatkan taraf hidup masyrakat dari 
terbentuknya kabupaten yang baru yang bernama kabupaten Bone selatan. 
B. Saran 
Saran dari penulis, Kiranya pemekaran Bone selatan tidaklah menjadi ajang 
perebutan kekuasan di kalangan elit-elit politik yang ada di kabupaten Bone. Karna jika 
hal tersebut terjadi imbas dari perebutan kekuasaan tersebut masyarakatlah yang 
menjadi korban dari ambisi-ambisi para pencari kekuasaan tersebut. Justru seharusnya 
yang di harapkan dari hasil pemekaran tersebut segala kesulitan dan keinginan 
masyarakat dapat di akomodir oleh pemerintah daerah yang baru. 
Semoga dengan terbentuknya Kabupaten Bone selatan, Pemerintah yang baru 
lebih mengayomi masyarakatnya dan lebih memperhatikan hajat hidup mereka 
sekaligus dapat menjadikan kabupaten Bone selatan menjadi sebuah kabupaten yang 
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